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publik, serta ancaman terhadap kebebasan akademik
menumjukkan  dominasi  rasionalitas  instrumental
dalam  kebpakan  pendidikan.  Penelitian  ini
menggunakan pendekatan kuvalitatif” melalur  studr
kepustakaan dengan  kerangka teori rasionalitas
komunikatif Jiirgen Habermas dan nilai-nilai normatif
Pancasila. Analisis menunyukkan bahwa kebyakan
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pendidikan nasional cenderung didominasi oleh logika
efisiensr, teknokratisasr, dan orientasi pasar yang
berpotensi mengkolonisasi dunia-hidup pendidikan.
Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan kehilangan
fungsi dialogis dan emansipatorisnya. Penelitian ini

menawarkan integrasi teoretis antara Pancasila dan
rasionalitas komunikatit” sebagai paradigma alternatif’
untuk merekonstruksi kebyakan pendidikan nasional
vang lebih dialogis, partisipatil, dan berorientasi pada
keadilan sosial. Pendekatan i diharapkan mampu
memperkuat legitimasi kebyakan pendidikan sekaligus
mengembalikan pendidikan sebagar ruang
pembentukan warga negara yang kritis, bermartabat,
dan demokratis.
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1. PENDAHULUAN

Pendidikan nasional merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia
dan peradaban suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya
dipahami sebagai instrumen teknis untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas
ekonomi (Alhumami, 2025), melainkan sebagar mandat konstitusional dan ideologis
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Rachmad et al., 2023). Pasal 31 Undang-
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Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh
pendidikan dan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan
nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka
membangun manusia Indonesia seutuhnya. Mandat konstitusional ini secara inheren
berkaitan dengan nilai-nilar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pancasila mengandung dimensi etis, sosial, dan politik yang seharusnya menjiwai
seluruh kebyakan publik, termasuk kebpakan pendidikan. Sila Ketuhanan Yang Maha
Esa menempatkan pendidikan dalam horizon moral dan spiritual; sila Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab menegaskan pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia;
sila Persatuan Indonesia menuntut pendidikan yang memperkuat kohesi sosial dalam
masyarakat majemuk; sila Kerakyatan meniscayakan partisipasi publik dan musyawarah
dalam perumusan kebpjakan pendidikan; sementara sila Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia menegaskan tujuan akhir pendidikan sebagai sarana pemerataan
kesempatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, pendidikan nasional Indonesia sejak
awal dirancang bukan sekadar sebagar mekanisme administratif, tetapi sebagai proyek
etis-politik yang berorientasi pada keadilan sosial dan martabat manusia.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia
menghadapt berbagai persoalan struktural yang kompleks dan berlarut-larut. Krisis
pendidikan nasional tidak lagi dapat dipahami sebagai masalah sektoral atau teknis
semata, melainkan sebagai krisis paradigmatik yang menyentuh dasar-dasar normatif dan
rasionalitas kebyjakan pendidikan itu sendirl. Berbagai indikator menunjukkan bahwa
pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses, kualitas,
relevansi, dan keadilan. Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara
kelompok sosial ekonomi atas dan bawah, serta antara pusat dan daerah menunjukkan
bahwa pendidikan belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial dan
keadilan struktural.

Krisis i1 semakin nyata ketika pendidikan nasional dihadapkan pada dinamika
globalisasi dan neoliberalisme. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam cara
negara memandang pendidikan, dari ruang pembentukan warga negara menjadi
mstrumen kompetisi ekonomi global (Amalia et al., 2024). Dalam logika in1, pendidikan
cenderung direduksi menjadi komoditas (Adiyasa & Lindawati, 2025), peserta didik
diposisikan sebagal konsumen, dan institusi pendidikan dipaksa beroperasi berdasarkan
prinsip efisiensi, daya saing, dan profitabilitas. Orientasi semacam 1ni berpotensi
menggeser tujuan pendidikan dari pemanusiaan manusia menuju produksi tenaga kerja
yang sesual dengan kebutuhan pasar (Muhammad Farhan & Muhammad, 2025).

Fenomena komodifikasi pendidikan di Indonesia terlihat jelas dalam meningkatnya
biaya pendidikan di berbagai jenjang, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan
terutama pendidikan tinggl (Zayyana et al., 2026). Meskipun negara secara formal
mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 209% dart APBN, dalam praktiknya beban
pembiayaan pendidikan masith banyak dialihkan kepada masyarakat. Polemik Uang
Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negert berstatus badan hukum, praktik
pungutan berkedok sumbangan di sekolah negeri, serta munculnya skema pendanaan
pendidikan berbasis pinjaman daring menunjukkan bahwa pendidikan semakin tunduk
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pada logika pasar. Kondisi mi secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan
sosial dan hak atas pendidikan sebagaimana dyamin oleh konstitusi dan berbagai
mstrumen hak asasi manusia.

Masalah pendidikan di negara kita juga mencakup rendahnya kesejahteraan bagi para
tenaga pengajar. Guru dan dosen yang merupakan bagian penting dalam proses belajar
mengajar sering kali bekerja dalam situasi yang tidak mendukung, baik dari segi gaj,
perlindungan sosial, maupun peningkatan keterampilan. Perbedaan kesejahteraan
antara guru honorer dan guru yang berstatus pegawal negeri sipil, serta kurangnya
penghargaan kepada dosen dan staf pendidikan, menunjukkan adanya ketidakcocokan
antara tuntutan profesional dan kenyataan yang dihadapi oleh para pengajar. Keadaan
mi berdampak langsung pada mutu pendidikan dan kelangsungan sistem pendidikan di
negara kita.

Selain 1tu, bidang pendidikan juga mudah terkena tindakan korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan. Lemahnya pengawasan, birokrasi yang rumit, dan
kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana pendidikan menciptakan kesempatan
untuk praktik pungutan har, gratifikasi, dan nepotisme. Kasus korupsi di sektor
pendidikan (Riskawati et al., 2025) tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga
menghancurkan kepercayaan masyarakat (Insam et al., 2025) terhadap lembaga
pendidikan dan negara sebagai penyelenggara pendidikan.

Krisis pendidikan nasional semakin diperparah oleh minimnya partisipasi bermakna
(Putr1 et al., 2025) masyarakat dalam perumusan kebyakan pendidikan. Berbagai
kebyjakan strategis, termasuk perubahan kurikulum dan revisi undang-undang
pendidikan, sering kali dirumuskan secara elitis dan teknokratis tanpa dialog publik yang
memadai. Padahal, pendidikan merupakan kepentingan publik yang menyentuh
kehidupan jutaan warga negara. Ketika masyarakat, pendidik, dan sivitas akademika
tidak dilibatkan secara substantif dalam proses pengambilan keputusan, legitimasi
kebyakan pendidikan menjadi lemah dan rentan terhadap resistensi sosial.
berpikir kritis di kampus. Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul berbagai kasus
pelecehan (Ishak & Seksual, 2020), tekanan, dan tindakan kriminal terhadap para
akademisi yang mengungkapkan kritik terhadap kebjjakan pemerintah. Kejadian mm
menunjukkan adanya kecenderungan untuk membatasi kebebasan berpikir dan
berekspresi (Monggilo et al., 2023; Rahman, 2025), yang sebenarnya merupakan inti
dar pendidikan tinggi dan penelitian 1lmiah. Penekanan terhadap kebebasan akademik
tidak hanya melanggar nilai demokrasi, tetapi juga mengganggu peran pendidikan
sebagal tempat untuk mengembangkan pemikiran kritis dan tanggung jawab sosial.

Selain 1tu, tindakan kekerasan seksual (Ishak & Seksual, 2020) di dunia pendidikan
menjadi masalah serius yang menunjukkan ketidakberhasilan sistem pendidikan dalam
melindungi keselamatan dan martabat siswa. Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual
di sekolah-sekolah (Lestarn et al., 2025), umversitas, dan lembaga pendidikan agama
menunjukkan bahwa tempat-tempat in1 belum sepenuhnya aman bagi semua orang.
Masalah im1 menekankan bahwa krisis pendidikan (Rizqi et al., 2025) di negara mi
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bukan hanya masalah struktural atau ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek etika dan
kemanusiaan yang sangat mendasar.

Berbagai persoalan tersebut secara tegas disuarakan oleh masyarakat sipil, salah
satunya melalu pernyataan sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(YLBHI) dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024. YLBHI menilai bahwa
pendidikan belum menjadi prioritas utama negara, sehingga berbagai masalah mendasar
dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian komprehensif. Krittk YLBHI tidak hanya
bersifat normatif, tetapt berbasis pada temuan lapangan dan perspektif hak asasi
manusia, yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara (Komala et al.,
2025) dan kewajiban negara.

Masalah-masalah menandakan bahwa krisis dalam dunia pendidikan di Indonesia
tidak bisa diatasi hanya dengan metode teknis atau peningkatan dana saja. Dibutuhkan
pemikiran mendalam tentang paradigma dan logika yang mendasari kebijakan
pendidikan. Dalam hal i, teor kritis sosial memberikan perspektif yang cocok untuk
menganalisis hubungan antara pendidikan, kekuasaan, dan masyarakat.

Pemikiran Jirgen Habermas, terutama ide tentang rasionalitas komunikatif dan
kolonisasi kehidupan (Haikal et al., 2026), memberikan kerangka teoretis yang kuat
untuk memahami krisis pendidikan di Indonesia. Habermas mengecam dominasi
rasionalitas instrumental (Blau, 2021; Habermas & Munir, 2023) yang fokus pada
efisiensi, pengendalian, dan keuntungan, yang seringkali menguasai sistem ekonomi dan
birokrasi modern. Ketika cara berpikir in1 masuk ke dunia pendidikan, pendidikan
berpotensi kehilangan perannya yang membebaskan dan hanya menjadi alat untuk
mempertahankan sistem yang ada.

Ide kolonisasi dunia-hidup Habermas (Amril et al., 2025; Daffa & Farisi, 2025;
Indonesia & Prasetyo, 2022; Ju, 2011; Rahman, 2025) menunjukkan bagaimana sistem
pasar dan pemerintahan teknokrat dapat mengganggu ruang- ruang di mana makna
dibentuk, termasuk keluarga, budaya, dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di
Indonesia, kolonisasi ini terlihat melalur komersialisasi pendidikan (Muhammad Farhan
& Muhammad, 2025), pengaturan pendidikan karakter, serta pembatasan ruang untuk
diskust kritis di ingkungan akademik. Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai tempat
dialog dan pembentukan kesepahaman, tetapi lebih sebagai tempat untuk menerapkan
kebyjakan yang ditentukan dar atas.

D1 sis1 lain, Habermas mengangkat konsep rasionalitas komunikatif sebagai pilihan
normatif untuk menggantikan dominasi rasionalitas instrumental(Blau, 2021; Rachmad
et al., 2023). Rasionalitas komunikatif lebih menekankan pada dialog (Daffa & Farisi,
2025), partisipasi yang setara, serta legitimasi yang berasal dari pembicaraan publik.
Dalam konteks 11, pendidikan seharusnya menjadi tempat komunikasi yang rasional, di
mana peserta didik, pendidik, dan masyarakat bisa terlibat dalam proses menciptakan
nilai dan pengetahuan secara demokratis.

Pancasila memiliki kekuatan normatif yang besar untuk dipahami sejalan dengan
rasionalitas komunikatif yang diungkapkan oleh Habermas (Aaisyah et al., 2025; Daffa
& Farisi, 2025). Nilai musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan yang terdapat
dalam Pancasila (Hardiyanto & Irawatie, 2025; Weli et al., 2023) mendorong adanya
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proses pendidikan dan kebyakan pendidikan yang dialogis, partisipatif, dan berfokus
pada kepentingan bersama. Namun, potensi ini belum sepenuhnya terwujud karena
Pancasila seringkali hanya dianggap sebagai slogan normatif atau alat legitimasi kebyjakan
yang kurang komunikatif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel in1 bermulai dari keyakinan bahwa masalah
dalam pendidikan nasional Indonesia adalah masalah legitimasi dan rasionalitas
kebjjakan. Dengan menggabungkan pandangan Pancasila dan teori rasionalitas
komunikatif dari Habermas, artikel im1 bertujuan untuk melakukan analisis kritis
terhadap kebyakan pendidikan nasional, menemukan bentuk-bentuk kolonisasi dalam
dunia pendidikan, serta menawarkan cara pandang alternatif mengenai Pancasila sebagai
paradigma yang kritis dan komunikatif untuk memperbarui pendidikan nasional agar
lebih adil, demokratis, dan bermartabat.

Penjelasan yang sudah diberikan, inti masalah dalam artikel i terletak pada krisis
pendidikan di Indonesia yang terjadi karena faktor struktural dan paradigma, bukan
hanya masalah teknis dan administrasi. Beragam isu seperti pendidikan yang semakin
komersial (Zayyana et al., 2026), ketidakadilan dalam akses dan kualitas, kesejahteraan
guru yang rendah (Hutasuhut et al., 2025; Idris et al., 2025; Mansir et al., 2020; Subair,
2024), partisipasi dalam penyusunan kebpakan yang minim, serta ancaman terhadap
kebebasan akademik menunjukkan Kkurangnya legiimasi dan rasionalitas dalam
kebyjakan pendidikan nasional.

Dalam hal mi, Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dan panduan pendidikan
nasional belum berfungsi dengan baik sebagai paradigma yang kritis dan komunikatif.
Pancasila sering kali hanya dilihat sebagai simbol ideologis atau legalitas formal
kebyakan, tanpa dyadikan sebagai kerangka dialog yang memungkinkan partisipasi
masyarakat, musyawarah, dan keadilan sosial dalam pelaksanaan pendidikan.

Sementara 1tu, kebyjakan pendidikan nasional menunjukkan kecenderungan yang
kuat terhadap dominasi rasionalitas yang bersifat instrumental, yang terlihat dar1 fokus
pada efisiensi, pendekatan teknokratik, dan logika pasar. Situasi in1 sejalan dengan kritik
dari Jiirgen Habermas mengenai penguasaan dunia kehidupan oleh sistem ekonomi dan
birokrasi, yang bisa merusak fungsi pendidikan sebagai ruang untuk membentuk
mdividu yang kritis, mandiri, dan berakhlak.

Dengan demikian, masalah dalam penelitan 1nm1 dapat dirumuskan sebagai
ketegangan antara 1deal normatif Pancasila dan kenyataan kebyakan pendidikan
nasional yang dikuasai oleh rasionalitas instrumental, serta belum diterapkannya
Pancasila sebagai kerangka rasionalitas komunikatif dalam mengatasi krisis pendidikan
di Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dalam artikel 1m
dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana krisis pendidikan nasional Indonesia dapat
dipahami sebagai krisis rasionalitas dan legitimasi kebijakan dalam perspektif Pancasila
dan teori rasionalitas komunikatif Habermas?, 2. Bagaimana bentuk-bentuk dominasi
rasionalitas instrumental dalam kebijakan pendidikan nasional Indonesia, khususnya
terkait komersialisasi pendidikan, teknokratisasi kebijakan, dan pembatasan partisipasi
publik?, 3.Bagaimana konsep kolonisasi dunia-hidup Habermas dapat digunakan untuk
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menjelaskan  berbagai persoalan pendidikan nasional, seperti mahalnya biaya
pendidikan, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, minimnya partisipasi bermakna,
dan ancaman terhadap kebebasan akademik?

Meskipun berbagai penelitan telah membahas krisis pendidikan di Indonesia,
sebagian besar kajan masih berfokus pada aspek teknis kebpakan, tata kelola
pendidikan, atau kritik terhadap komersialisasi pendidikan secara umum. Kajian yang
secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai normatif Pancasila dengan teori rasionalitas
komunikatif Habermas untuk menganalisis krisis legiimasi kebijjakan pendidikan
nasional masih relatif terbatas. Padahal, itegrasi kedua kerangka normatif tersebut
berpotensi memberikan perspektif kritis yang lebih komprehensif dalam memahami
hubungan antara kebyakan pendidikan, rasionalitas publik, dan demokrasi deliberatif.
Oleh karena itu, artikel im1 bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan
menganalisis krisis pendidikan nasional Indonesia melalur dialog konseptual antara
Pancasila dan teori rasionalitas komunikatif Habermas.

2. METODE

Penelittan i1 menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan
(library research) (Aluysius Hendra & Prasetyo, 2026). Pemilihan metode i didasarkan
pada tujuan penelittan yang tidak berfokus pada pengukuran variabel empiris atau
pengumpulan data lapangan, melainkan pada upaya memahami, menafsirkan, dan
mengkritisi secara mendalam gagasan, konsep, serta kerangka normatif yang mendasari
kebyakan pendidikan nasional Indonesia. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti
untuk menelusurt perkembangan pemikiran, perdebatan teoretis, serta kecenderungan
kebyjakan pendidikan dalam konteks 1deologis dan filosofis yang lebih luas (Jumiat &
Noor, 2021).

Sumber data dalam penelitian 11 berasal dari berbagai literatur akademik dan
dokumen kebyakan yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dianalisis
mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebiakan
pendidikan nasional yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu,
penelitian im juga memanfaatkan karya-karya teoritis yang membahas pemikiran Jiirgen
Habermas, khususnya terkait konsep rasionalitas komunikatif dan kolonisasi dunia-
hidup, serta kajlan akademik mengenai Pancasila sebagai dasar normatif dalam
kebyjakan publik. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan
fokus penelitian, kontribusi terhadap kajian teort kritis dan kebyakan pendidikan, serta
kredibilitas sumber yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah, buku akademik, atau
dokumen resmi. Rentang waktu publikasi yang digunakan terutama berada dalam dua
dekade terakhir agar mampu merepresentasikan perkembangan terbaru dalam
diskursus kebjjakan pendidikan nasional.

Dalam penelitian 11, teks-teks akademik dan dokumen kebiyakan diposisikan
sebagal arena diskursus yang mencerminkan relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan
kepentingan dalam praktik kebyakan pendidikan. Oleh karena itu, analisis dilakukan
dengan menggunakan pendekatan teori kriis Habermasian yang menekankan pada
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hubungan antara rasionalitas kebyakan, legitimasi publik, dan struktur sosial yang
melingkupinya. Kerangka analisis in1 memungkinkan penelii untuk memahami
bagaimana kebyjakan pendidikan dibentuk, bagaimana rasionalitas tertentu
mendominasi proses perumusan kebpakan, serta bagaimana kebjakan tersebut
berdampak pada praktik pendidikan di masyarakat.

Teknik analisis data dalam peneliian 1m menggunakan pendekatan analisis wacana
kritis (Critical Discourse Analysis) yang dipadukan dengan kerangka teor1 Kkritis
Habermasian. Pendekatan 11 digunakan untuk mengkaji bagaimana diskursus
kebyjakan pendidikan nasional merepresentasikan rasionalitas tertentu, khususnya
dominasi rasionalitas instrumental dalam sistem pendidikan. Analisis wacana Kkritis
memungkinkan peneliti mengidentifikasi relasi antara pengetahuan, kekuasaan, dan
kepentingan dalam praktik kebrpakan pendidikan, serta menelaah bagaimana legitimasi
kebyakan dibangun, dipertahankan, atau dipertanyakan dalam ruang publik.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, penelii melakukan
pembacaan mendalam terhadap literatur yang relevan untuk mengidentifikasi konsep-
konsep utama dalam teori Habermas, seperti rasionalitas mstrumental, rasionalitas
komunikatif, ruang publik, dan kolonisasi dunia-hidup. Kedua, berbagai temuan
literatur dan dokumen kebpakan dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang
berkaitan dengan kebyakan pendidikan nasional, seperti komodifikasi pendidikan,
kesejahteraan tenaga pendidik, partisipasi publik dalam perumusan kebyakan,
kebebasan akademik, serta tata kelola pendidikan. Ketiga, kategori-kategori tersebut
dianalisis secara kritis dengan menggunakan perspektif rasionalitas komumkatif untuk
mengidentifikasi bentuk-bentuk dominasi rasionalitas mstrumental dalam kebyakan
pendidikan.

Melalu  pendekatan 1ni, penelitan tidak hanya mendeskripsikan persoalan
pendidikan nasional, tetapi juga berupaya mengungkap struktur rasionalitas yang
mendasart kebyakan pendidikan serta menawarkan kerangka normatif yang dapat
digunakan untuk merekonstruksi kebyakan pendidikan yang lebih komunikatif dan

berkeadilan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kirisis Pendidikan Nasional sebagai Krisis Paradigma dan Legitimasi

Berdasarkan kerangka teorn yang telah dibangun, masalah dalam pendidikan nasional
Indonesia tidak semata-mata bisa dianggap sebagai kegagalan dalam pelaksanaan
kebyakan atau kurangnya sumber daya. Masalah i1 memiliki sifat paradigmatik dan
berkaitan dengan tingkat rasionalitas yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan. Dari
sudut pandang Pancasila, pendidikan seharusnya berperan sebagar alat untuk
memanusiakan manusia, membangun kesadaran etis, serta mewujudkan keadilan sosial.
Namun yang terjadi di lapangan, pendidikan nasional semakin menjauh dari tujuan
tersebut dan lebih dipengaruhi oleh logika efisiensi, penilaian kinerja, dan kepentingan
pasar.
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Situasi 11 menunjukkan adanya krisis dalam legiimasi kebyakan pendidikan.
Kebyakan yang secara resmi mengatasnamakan Pancasila dan konstitusi tidak selalu
mendapatkan dukungan substansial dari masyarakat, pendidik, dan komunitas
akademis. Dukungan yang lemah i terlihat dari adanya perlawanan masyarakat
terhadap berbagai kebyakan pendidikan, mulai dari perdebatan mengenai biaya
pendidikan hingga kritik terhadap perubahan kurikulum yang diterapkan secara top-
down. Dengan begitu, krisis pendidikan nasional dapat dipahami sebagai krisis dalam
rasionalitas dan legitimasi, bukan hanya sekadar krisis teknis-administratif.

Dominasi Rasionalitas Instrumental dalam Kebijakan Pendidikan

Kerangka teort menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama dar knisis
pendidikan nasional adalah pengaruh kuat dari rasionalitas instrumental dalam
penyusunan dan implementasi kebyakan pendidikan. Rasionalitas 1n1  melihat
pendidikan sebagal sarana untuk mencapai tujuan eksternal, terutama fokus pada
pertumbuhan ekonomi dan daya saing di tingkat global. Dalam pandangan ini, nilai
pendidikan diukur berdasarkan hasil yang dapat dihitung, seperti tingkat kelulusan,
peringkat internasional, dan relevansinya dengan pasar tenaga kerja.

Kuasanya rasionalitas instrumental terlihat dengan jelas dalam kebijakan pendidikan
tinggl yang mendorong kemandirian finansial institusi tanpa menyertakan mekanisme
perlindungan yang cukup untuk akses dan keadilan. Pendidikan tinggt dipandang
sebagal investasi pribadi, alih-alih sebagai hak sosial dan tanggung jawab dari negara.
Dampaknya, biaya pendidikan meningkat dan beban ongkos pendidikan diambil alih
oleh mahasiswa dan keluarga, yang pada gilirannya memperlebar jurang ketimpangan
sosial. Dar1 sudut pandang Pancasila, pendekatan in1 sudah pasti problematik karena
mengabaikan sila tentang Keadilan Sosial dan Kemanusiaan. Pendidikan yang mengikuti
logika pasar bisa jadi memperkuat ketimpangan struktural dan menjauh dari perannya
yang emansipatoris. Dengan demikian, analisis in1 mengungkapkan adanya ketegangan
mendasar antara rasionalitas instrumental yang dominan dalam kebyakan pendidikan
dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam Pancasila.

Kolonisasi Dunia-Hidup Pendidikan

Konsep kolonisasi duma-hidup memberikan perspektif analitis yang kuat untuk
mengerti bagaimana sistem pasar dan birokrasi mendominasi ranah pendidikan. Dunia-
hidup dalam pendidikan mencakup hubungan pedagogis, norma-norma akademik, dan
praktik diskursif yang mendukung pembentukan makna serta identitas. Saat duma-
hidup in1 dyjajah oleh sistem, pendidikan kehilangan sifat dialogis dan emansipatorisnya.

Dalam konteks Indonesia, kolonisasi dunia-hidup pendidikan terlihat dalam
komersialisasi sektor pendidikan, mekanisasi kebyakan, dan formalitas pendidikan
karakter. Pendidikan karakter, contohnya, sering kali disederhanakan menjadi program
administratif dan alat ukur penilaian, tanpa adanya ruang untuk refleksi kritis dan dialog
etis. Nilai-nilar Pancasila diajarkan secara tekstual, namun tidak diterapkan dalam
praktik pendidikan yang sebenarnya. Kolonisasi dunia-hidup juga terlihat dalam
pembatasan kebebasan akademik. Ketika kritik akademik dianggap sebagal ancaman
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bagi stabilitas poliik atau legitimasi kekuasaan, ruang untuk diskusi publik dalam
pendidikan menjadi semakin sempit. Situasi in1 bertentangan dengan peran pendidikan
sebagai area produksi pengetahuan kritis serta tanggung jawab sosial.

Pendidikan Karakter antara Normativitas dan Emansipasi

Pendidikan karakter adalah salah satu fokus utama dalam pendidikan nasional yang
jelasqelas terhubung dengan Pancasila. Namun, hasil analisis menunjukkan terdapat
perbedaan antara tujuan i1deal pendidikan karakter dan pelaksanaannya di lapangan.
Pendidikan karakter sering kali dianggap sebagai upaya penyampaian nilai-nilar moral
secara doktrinal, bukan sebagai proses untuk mengembangkan kesadaran etis dan
kemampuan berpikir reflektif.

Dalam konteks rasionalitas komunikatif, pendidikan karakter idealnya bertindak
sebagai ruang dialog etis yang memfasilitasi siswa untuk merenungkan nilai-nilai
Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang bersifat dialogis dan
partisipatif sejalan dengan tujuan pendidikan yang emansipatoris. Sementara itu,
pendidikan karakter yang bersifat formal dan administratif justru menguatkan
kolonialisast dalam dunia pendidikan.

Komodifikasi Pendidikan dan Erosi Hak atas Pendidikan

Salah satu wujud paling nyata dari dominasi rasionalitas instrumental dalam sistem
pendidikan nasional Indonesia adalah pengubahan pendidikan menjadi barang
dagangan. Pendidikan, yang secara ideal seharusnya diaku sebagai hak dasar bagi setiap
warga negara, semakin dianggap sebagai barang yang mengikuti dinamika pasar.
Fenomena mi terlihat dar1 kenaikan biaya pendidikan di berbagai tingkat, disparitas
akses berdasarkan status ekonomi, serta munculnya metode pembiayaan pendidikan
yang mirip dengan transaksi dagang.

Dalam konteks teort yang telah dikemukakan, pengubahan pendidikan menjadi
barang dagangan merupakan suatu bentuk penjajahan terhadap dunia-hidup oleh sistem
ekonomi. Dunia-hidup pendidikan, yang idealnya didasarkan pada nilai-nilai dialog,
solidaritas, dan keadilan, malah diatur oleh logika profit dan efisiensi. Pendidikan tinggi
menjadi kasus yang paling jelas, saat otonomi lembaga dipahami terutama sebagai
otonomi finansial, sementara tanggung jawab negara terhadap aksesibilitas dan
keterjangkauan pendidikan semakin berkurang.

Dari sudut pandang Pancasila, pengubahan pendidikan menjadi barang dagangan i
secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Pendidikan yang telah
dimodifikasi  berpotensi memperkuat keberlanjutan kelas sosial, karena hanya
kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang memadal yang mampu mengakses
pendidikan berkualitas. Sebagai akibatnya, pendidikan tidak dapat berfungsi sebagai alat
mobilitas  sosial dan malah berfungsi sebagar cara untuk mempertahankan
ketidaksetaraan.
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Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Rasionalitas Sistem

Kerangka teori memberikan kesempatan untuk menganalisis secara kritis isu-isu
kesejahteraan tenaga pendidik. Dalam dunia pendidikan, guru dan dosen berperan
sebagal tokoh utama karena mereka berkontribusi secara langsung dalam proses
pedagogis dan penyampaian nilai-nilai. Namun, dalam sistem  pendidikan  yang
didominasi oleh pendekatan rasional, tenaga pendidik sering kali dianggap sebagai
sumber daya manusia yang perlu dimaksimalkan dengan biaya serendah mungkin.

Kondisi kesejahteraan guru honorer yang buruk dan adanya ketimpangan antara
status tenaga pendidik menunjukkan bagaimana logika efisiensi birokratis mengabaikan
aspek-aspek kemanusiaan dan etika profesi. Dar sudut pandang Pancasila, keadaan ini
melukal prinsip kemanusiaan yang adil dan bermartabat, karena para pendidik tidak
diperlakukan dengan bailk dan layak. Selain itu, situasi kerja yang tidak adil turut
memengaruhi kualitas pendidikan serta keberlangsungan sistem pendidikan di negara
mni.

Dalam perspektif rasionalitas komunikatif, hubungan antara negara dan tenaga
pendidik seharusnya bersifat dialogis dan melibatkan partisipasi. Kebyakan yang
berhubungan dengan kesejahteraan pendidik 1dealnya harus dirumuskan melalui proses
musyawarah yang melibatkan organisasi profesi serta komunitas akademik. Nyatanya,
kebyakan yang ada sering kali bersifat sepithak dan administratif, sehingga mengurangi

legitimasi serta kepercayaan tenaga pendidik terhadap pemerintah.

Korupsi Pendidikan sebagai Distorsi Rasionalitas Publik

Fenomena korupsi di sektor pendidikan juga dapat dianalisis melaluil kerangka teori
rasionalitas mstrumental dan kolonisasi dunia-hidup. Korupsi merupakan bentuk
distorsi rasionalitas publik, di mana kepentingan privat mengalahkan kepentingan
bersama. Dalam konteks pendidikan, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara,
tetapi juga merusak nilai-nilai etis dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.
Kerangka teort mi memandang korupsi pendidikan sebagai gejala lemahnya ruang
publik dan mekanisme diskursus yang sehat. Ketika kebyjakan pendidikan dirumuskan
dan dyalankan tanpa transparansi dan partisipasi, peluang terjadinya penyalahgunaan
wewenang semakin besar. Dengan demikian, pemberantasan korupsi pendidikan tidak
cukup dilakukan melalul pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan penguatan
rasionalitas komunikatif dan akuntabilitas publik.

Dan perspektif Pancasila, korupsi pendidikan merupakan pengingkaran terhadap
nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral negara. Pendidikan yang seharusnya
menjadi sarana pembentukan karakter justru tercemar oleh praktik-praktik yang tidak
beradab.

Defisit Partisipasi Bermakna dan Krisis Demokrasi Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teor1, partisipasi bermakna merupakan
prasyarat utama legitimasi kebyjakan dalam perspektif rasionalitas komunikatif. Namun,
dalam praktik kebpakan pendidikan nasional, partisipasi publik sering kali bersifat
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formalistik dan simbolik. Konsultasi publik dilakukan secara terbatas, sementara
keputusan strategis telah ditentukan sebelumnya oleh aktor birokrasi dan politik.

Defisit partisipast bermakna i mencerminkan krisis demokrasi deliberatif dalam
pendidikan. Pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran demokrasi,
justru dikelola secara tidak demokratis. Kondisi in1 bertentangan dengan sila Kerakyatan
dalam Pancasila, yang menekankan pentingnya musyawarah dan kebiyaksanaan kolektif
dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks i1, konsep ruang publik pendidikan menjadi sangat relevan. Ruang
publik pendidikan mencakup forum-forum akademik, organisasi profesi, dan
masyarakat sipil yang seharusnya berperan dalam mengawasi dan mengkritisi kebyjakan
pendidikan. Ketika ruang publik im dilemahkan atau diabaikan, kebyakan pendidikan
kehilangan basis legitimasi normatifnya dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Kebebasan Akademik dan Fungsi Emansipatoris Pendidikan

Kebebasan akademik merupakan prasyarat fundamental bagi pendidikan yang
emansipatoris. Dalam kerangka teorn rasionalitas komunikatif, kebebasan akademik
memungkinkan terjadinya diskursus rasional yang bebas dari paksaan dan dominasi.
Namun, analisis terhadap realitas pendidikan nasional menunjukkan adanya
kecenderungan pembatasan kebebasan akademik, terutama ketika kritik akademik
dianggap mengganggu stabilitas politik atau kepentingan kekuasaan.

Pembatasan kebebasan akademik merupakan bentuk kolonisasi dunia-hidup oleh
sistem politik. Ketika pendidikan tinggi tidak lagi menjadi ruang kritik dan refleksi,
fungsi emansipatoris pendidikan tereduksi secara signifikan. Dalam perspektif Pancasila,
kondisi i1 bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan, karena membatasi

kebebasan berpikir dan berekspresi sebagai hak dasar manusia.

Integrasi Teoretis Pancasila dan Rasionalitas Komunikatif dalam Analisis Kebijakan
Pendidikan

Analisis dalam penelitan i menunjukkan bahwa mnilai-nilai normatif Pancasila
memiliki  kedekatan konseptual dengan prinsip rasionalitas komunikatif yang
dikembangkan oleh Jirgen Habermas. Dalam teori tindakan komunikatif, legitimasi
kebyakan publik tidak hanya ditentukan oleh efisiensi administratif atau keberhasilan
teknokratis, tetapt harus lahir dan proses diskursus yang memungkinkan partisipasi
setara, argumentasi rasional, dan pencapaian kesepahaman bersama. Prinsip tersebut
memiliki resonansi kuat dengan nilai dehiberatif dalam Pancasila, terutama pada sila
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebrjaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan yang menekankan musyawarah dan partisipasi sebagai
dasar legitimasi keputusan publik. Sementara itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab menegaskan orientasi etis yang sejalan dengan rasionalitas komunikatif, yaitu
pengakuan terhadap martabat manusia sebagai subjek rasional dalam komunikasi sosial.

Kontribusi utama peneliian ini terletak pada upaya mengintegrasikan nilai-nilai
normatif Pancasila dengan teor rasionalitas komunikatif Habermas sebagai kerangka
analitis untuk membaca kebiyjakan pendidikan nasional Indonesia. Integrasi im tidak
hanya bersifat konseptual, tetapi juga digunakan untuk menafsirkan dinamika kebijakan



12 E-ISSN 2302-6561

pendidikan konkret dalam konteks Indonesia. Misalnya, kebyjakan otonomi perguruan
tinggl melalui skema Perguruan Tinggt Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) dapat
dibaca sebagai bentuk rasionalitas instrumental ketika otonomi institusi lebih ditekankan
pada kemandirian finansial dibandingkan dengan perluasan akses pendidikan. Dalam
perspektif rasionalitas komunikatif, kebyjakan semacam ini seharusnya disertai dengan
mekanisme deliberatif yang melibatkan sivitas akademika dan masyarakat untuk
memastikan bahwa otonomi institusi tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

Contoh lain dapat dilihat pada implementasi kebyakan Merdeka Belajar-Kampus
Merdeka (MBKM) vang secara normatif bertuyjuan memberikan fleksibilitas
pembelajaran dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Namun,
dalam praktiknya, kebyakan 1 juga menunjukkan kecenderungan rasionalitas
mstrumental ketika orientasi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja menjadi dominan
dalam perumusan kurikulum. Dalam kerangka Pancasila dan rasionalitas komunikatif,
kebyakan pendidikan seharusnya tidak hanya diarahkan pada adaptasi terhadap pasar,
tetapi juga pada pengembangan ruang dialog kritis yang memungkinkan peserta didik
membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab publik.

Selain 1tu, dinamika revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga
menunjukkan pentingnya legitimasi diskursif dalam kebyakan pendidikan. Ketika
perubahan regulasi dilakukan secara teknokratis tanpa partisipasi bermakna dari
masyarakat, tenaga pendidik, dan komunitas akademik, kebijjakan tersebut berisiko
mengalami defisit legiimasi publik. Perspektif rasionalitas komunikatif menegaskan
bahwa kebijakan pendidikan harus lahir dari proses diskursus publik yang terbuka,
sementara nilar musyawarah dalam Pancasila memberikan landasan normatif lokal bagi
praktik deliberasi tersebut.

Dengan menghubungkan kerangka teoretis Pancasila dan rasionalitas komunikatif
dengan contoh kebyakan pendidikan konkret, penelittan ini berupaya mengatasi
kecenderungan pembahasan vyang terlalu normatif dan abstrak dalam kajian
sebelumnya. Pendekatan i1 memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap
bagaimana rasionalitas strumental bekerja dalam praktik kebyakan pendidikan,
sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber
legitimasi normatif bagi pembaruan kebijakan pendidikan.

Berdasarkan analisis tersebut, novelty penelitan mi terletak pada pengembangan
sintesis teoretis yang memposisikan Pancasila sebagai basis etis lokal bagi teori
rasionalitas komunikatif dalam analisis kebyjakan pendidikan. Berbeda dengan kajian
sebelumnya yang cenderung membahas Pancasila sebagai 1deologli negara secara
normatif atau membahas teort Habermas dalam konteks demokrasi deliberatif secara
umum, penelitian in1 mengintegrasikan kedua kerangka tersebut untuk membaca secara
kritis kebyjakan pendidikan nasional yang konkret. Dengan demikian, integrasi Pancasila
dan rasionalitas komunikatif tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan
teort pendidikan kritis di Indonesia, tetapt juga menawarkan kerangka analitis yang
dapat digunakan untuk mengevaluasi dan merekonstruksi kebyakan pendidikan agar
lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.
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4. KESIMPULAN

Penelitan 11 menunjukkan bahwa krisis pendidikan nasional Indonesia tidak
semata-mata disebabkan oleh persoalan teknis, administratif, atau keterbatasan sumber
daya, melainkan merupakan krisis paradigmatik yang berkaitan dengan dominasi
rasionalitas instrumental dalam kebijjakan pendidikan. Dominasi rasionalitas tersebut
tampak dalam berbagai fenomena seperti komodifikasi pendidikan, meningkatnya
beban biaya pendidikan, ketimpangan Kkesejahteraan tenaga pendidik, lemahnya
partisipasi publik dalam perumusan kebyakan, serta pembatasan kebebasan akademik.
Kondisi in1 menunjukkan adanya proses kolonisasi dunia-hidup pendidikan oleh sistem
ekonomi dan birokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori rasionalitas komunikatif
Jurgen Habermas.

Analisis juga menunjukkan adanya ketegangan antara ideal normatif Pancasila
sebagal dasar etis pendidikan nasional dengan praktik kebyjakan pendidikan yang lebih
berorientasi pada efisiensi teknokratis dan logika pasar. Dalam praktiknya, Pancasila
sering kali direduksi menjadi simbol 1deologis yang bersifat formalistik, sehingga belum
berfungsi secara substantif sebagai paradigma kritis dalam penyusunan kebijakan
pendidikan.

Melalui integrasi konseptual antara nilai-nilai Pancasila dan teori rasionalitas
komunikatif Habermas, penelitan i menegaskan bahwa pembaruan pendidikan
nasional memerlukan rekonstruksi paradigma kebiyakan yang lebih dialogis, partisipatif,
dan berorientasi pada keadilan sosial. Pancasila dapat berfungsi sebagai basis etis lokal
bagi praktik demokrasi deliberatif dalam pendidikan, yang memungkinkan keterlibatan
bermakna masyarakat, tenaga pendidik, dan komunitas akademik dalam proses
perumusan kebyakan. Dengan demikian, reposisi Pancasila sebagai paradigma
komunikatif menjadi prasyarat penting untuk mengembalikan pendidikan nasional
sebagal ruang pemanusiaan manusia, pengembangan Kkesadaran kritis, dan
pembangunan masyarakat yang adil serta demokratis..
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